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Mengingat 

GUBERNUR SULAWESI UTARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA 

NOMOR 65 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Pera tu ran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menctapkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 
Anggaran 2020; 

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ten tang antara Jain Pembentukan 
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1 5 1  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dcngan Undang-Undang 
Nomor 12  Tahun 1994 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 
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3. Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 1997 ten tang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nom01· 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
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1 2 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenLang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah; 

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 155) ;  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Pcnerapan Standar Pelayanan MinimaJ 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemcrintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2 0 10  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2 0 1 1  tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 1  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 
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21 .  Pera tu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pim pi nan dan Anggota DPRD; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor J 23 Tahun 2019 ten tang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 201 I tentang Pedoman Pember ian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020. 
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P a s a l  1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20'.20 sehagai bcrikut: 

I. PENDAPATAN DAERAH 

a. Semula Rp. 4.105.706.151.102,00 

b. Bert.ambah/(berkurang) Rp. (328.499.660.102,00) 
�����������- 

J uml ah Pendapatan Setelah Perubahan 

2. BELANJA DAERAH 

a. Semula Rp. 4.558.807.845.879,00 

b. Bertarnbah/tbcrkurang) Rp. (245.653.654.901,62) 
�����������- 

Ju In l ah Belanja Setelah Perubahan 

Rp 

Rp 

3.777 .206.491.000,00 

4.313.154.190.977,38 

(535.947 .699.977,38) 

J 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp 



3. PEMBIAYAAN 
a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 453.151.694.777,00 
2) Bertam bah/ (ber ku rang: Rp ·=--::-::-8"'2�·..c8_4..c6�. 0�0�5�. 2'"'0'"'0°"'-"3-"8- 
J umlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 535.997.699.977,38 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/ (berkur ang, Rp. 

-=-�-c---,-���������- 

J um la h Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 50.000.000,00 

50.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 

Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan Rp. 
535. 94 7. 699. 977,38 

0,00 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih Janjut 

pada Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Serita 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Ditetapkan di Manado. 

pada tanggal 20 Oktober 2020 

Pjs.GUBERNUR AWES! UTARA, If' 

AGUS FATONI� 

Diundangkan di Manado. 

pada tanggal 20 oktober 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINS! SULAWESI UTARA, 

H. S LANGEN 

BERITA AERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR: 65 


